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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instans; Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten
Pemalang Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. LKjIP
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas
publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang
dipercayakan kepada setiap perangkat daerah, Laporan ini juga memiliki fungsi
sebagai media informasi public atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja
disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure)
secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran atas
tingkat pencapaian kinerja perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat
keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-
indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan
evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif,
efisien, dan berkelanjutan hingga di masa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun
2020, baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang
tulus. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan
Kabupaten Pemalang ini, dapat memberikan manfaat yang optimal.

Pemalang,  Januari 2021
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PEMALANG
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten
Pemalang tahun 2020 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian
kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang yang memuat rencana, capaian dan
realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat
dalam Renstra Dinas Perikanan Tahun 2016-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut,
ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan seperti
yang telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Adapun ringkasan prestasi kinerja Dinas Perikanan yang dicapai di tahun
2020 dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran 1 : Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat
melalui peningkatan dan optimalisasi sektor usaha
potensial untuk kesejahteraan pelaku perikanan

. Produksi perikanan budidaya
Indikator Produksi perikanan tangkap
Angka Konsumsi Ikan (AKI)

Tahun 2020 Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang menargetkan 17.638.00 kg
untuk indikator produksi perikanan budidaya adapun realisasinya adalah sebesar
17.800.168 kg. Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator produksi perikanan
budidaya untuk tahun 2020 adalah sebesar 100,92 %. Sedangkan untuk indikator
produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
menargetkan 16.857.314 kg adapun realisasinya adalah sebesar 18.096.881 kg.
Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator produksi perikanan tangkap untuk
tahun 2020 adalah sebesar 107,35 % terdiri dari produksi perikanan tangkap laut
sebesar 17.661.847 kg atau sebesar 104,35 % dan produksi perikanan tangkap darat
sebesar 435.034 kg. Sedangkan untuk indikator Angka Konsumsi lkan pada tahun
2020 Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang menargetkan 32,00 kg/kapita/tahun
adapun realisasinya adalah sebesar 34,46 kg/kapita/tahun. Berdasarkan hal tersebut,
maka capaian indikator Angka Konsumsi lkan untuk tahun 2020 adalah sebesar
107,69%

b.  Sasaran 2 . Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan kelompok
pelaku usaha perikanan yang mandiri dan mampu
berdaya saing

: Cakupan kelompok usaha pengolahan ikan yang dibina

Indikator Cakupan kelompok Pembudidaya ikan yang dibina

Cakupan bina kelompok nelayan
Cakupan bina masyarakat pesisir

Tahun 2020 Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang menargetkan 285 untuk
indikator cakupan kelompok usaha pengolahan ikan yang dibina Adapun realisasinya
adalah sebesar 286 Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indikator cakupan
kelompok usaha pengolahan ikan yang dibina untuk tahun 2020 adalah sebesar
100,35 %.
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Sedangkan target untuk indikator cakupan kelompok pembudidaya ikan yang
dibina adalah sebesar 135 sama dengan realisasinya sebesar 135. Berdasarkan hal
tersebut, maka capaian indikator cakupan kelompok pembudidaya ikan yang dibina
untuk tahun 2020 adalah sebesar 100 %.

Target untuk indikator cakupan bina kelompok nelayan pada tahun 2020
sebesar 71 adapun realisasinya sebesar 75 atau 105,63 %

Sedangkan untuk Tahun 2020 Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
menargetkan 575 untuk indikator cakupan bina masyarakat pesisir  Adapun
realisasinya adalah sebesar 580 Berdasarkan hal tersebut, maka capaian indicator
cakupan bina masyarakat pesisir untuk tahun 2020 adalah sebesar 100,87 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada
setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang untuk tahun-tahun selanjutnya. Hal tersebut
antara lain adalah sebagai berikut:

1. Over fishing ( penangkapanan ikan yang telah melebihi batas maximal yang
diperbolehkan);

2. Belum optimalnya produktivitas usaha budidaya perikanan disebabkan
keterbatasan ketrampilan, akses permodalan dan sarana prasarana budidaya;

3. Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM nelayan, pembudidaya,
pengolah ikan maupun masyarakat pesisir;

4. Masih rendahnya nilai produksi perikanan disebabkan belum berkembangnya
usaha pengolahan ikan modern dan pemasaran produk perikanan;

5. Adanya kerusakan pantai ekosistem laut akibat penggunaan alat tangkap dan
penggunaan bahan tidak ramah lingkungan;

6. Dampak pandemi covid 19 yang mengakibatkan pasar lesu sehingga harga
tidak stabil;

7. Menurunnya harga ikan 30 % sampai 50 % tergantung jenis ikan mulai bulan
februari;

8. Distribusi hasil tangkapan mengalami penurunan dan daya beli masyarakat
lokal, regional maupun internasional menurun.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) ini penting untuk dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Perikanan
Kabupaten Pemalang dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dalam
rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil
(result oriented government Sedangkan untuk mengetahui tingkat
akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Instansi yang wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
adalah Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Unit
Organisasi Eselon | pada Kementerian/Lembaga, Organisasi Perangkat Daerah,
dan unit kerja mandiri yang mengelola anggaran tersendiri dan atau unit yang
ditentukan oleh pimpinan instansi masing-masing.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban
Kinerja instansi pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen
Perjanjian Kinerja diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan
sebagai :

1 Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian
kinerja Dinas Perikanan dengan pembanding hasil pengukuran Kinerja dan
perjanjian kinerja;

2 Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Dinas
Perikanan;

3 Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Dinas
Perikanan pada tahun berikutnya.

Informasi yang diharapkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), berfungsi sebagai pendorong instansi pemerintah untuk
menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan sehingga
beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat. Disamping
menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta

dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat.
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Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dalam
penyusunan dokumen LKjIP Dinas Perikanan antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansu Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Pemalang;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pemalang
Tahun 2005- 2025;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Pemalang Tahun 2016-2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 20 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

9. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun
Anggaran 2021.

B. GAMBARAN ORGANISASI

Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang merupakan unsur pelaksana tugas
Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang di bidang perikanan yang dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dasar hukum Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang adalah
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang, Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun
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2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang, Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2016

tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang,

Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Budidaya

Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang dan Peraturan

Bupati Nomor 143 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelelangan lkan

pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang.

1 Kedudukan Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Pemalang Nomor: 65 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Perikanan Kabupaten Pemalang, menyatakan bahwa Dinas Perikanan

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perikanan yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang mempunyai tugas membantu

Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan yang

meliputi:

a.

Q@ = ® o o

Sub Urusan Perikanan Tangkap yaitu:
- pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah

- pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan

Sub urusan Perikanan Budidaya yaitu :

- Penerbitan ijin usaha perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan
ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah

- Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan

- Pengelolaan pembudidayaan ikan

Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas
dan fungsinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian

kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang selama tahun 2020 sebagai

acuan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Pembangunan
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perikanan merupakan pembangunan seluruh aspek yang mencakup
kehidupan masyarakat nelayan, pengolah dan pembudidaya ikan beserta
potensi sumberdaya dan komponen pendukungnya. Pembangunan ini
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan sumberdaya
masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan dan meningkatkan pendapatan
melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya dengan menerapkan ilmu
dan teknologi dan meningkatkan nilai tambah hasil-hasil perikanan. Upaya
optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan berarti memanfaatkan

secara maksimal dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Salah satu sasaran program pembangunan Perikanan yang hendak
dicapai adalah untuk meningkatkan produksi sehingga dapat meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya ikan, pengolah dan
nelayan. Disamping itu ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian
Dinas Perikanan antara lain penggunaan alat tangkap yang tidak ramah
lingkungan sebagaimana kebijakan dari Kementian Kelautan dan Perikanan
tentang larangan penggunaan alat tangkap cantrang bagi nelayan,
pencemaran limbah budidaya udang vaname, pendangkalan pada muara

sungai sehingga kapal kapal mengalami kesulitan dalam tambat labuh.

Guna mencapai hal tersebut salah satu upaya yang ditempuh adalah
meningkatkan sarana dan prasarana perikanan baik dibidang perikanan
tangkap, pengolahan hasil perikanan maupun perikanan budidaya, serta
melakukan sosialisasi bagi nelayan maupun pembudidaya baik tentang
penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan maupun pengelolaan air
dalam budidaya udang yang baik.

2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang, susunan organisasi Perikanan terdiri

dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, terdiri dari :
1. Subbagian Bina Program dan Keuangan

2. Subbagian Umum dan kepegawaian
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c. Bidang Pengelolaan Penangkapan Ikan, terdiri dari :
1. Seksi Produksi dan Pengawasan Penangkapan
2. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan

d. Bidang Pengelolaan Budidaya Ikan, terdiri dari :
1. Seksi Produksi, Pembenihan dan Pengendalian
2. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

e. Bidang Bina Usaha dan Pemasaran, terdiri dari :
1. Seksi Bimbingan Usaha dan Pemasaran
2. Seksi Pembinaan Teknologi, Pengolahan Mutu Hasil

f. UPTD

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang adalah

sebagai berikut :
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Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIS
|
KEPALA SUBBAGIAN KEPALA SUBBAGIAN
BINA PROGRAM DAN UMUM DAN

BIDANG PENGELOLAAN
PENANGKAPAN IKAN

SEKSI PRODUKSI DAN
PENGAWASAN
PENANGKAPAN IKAN

SEKSI SARANA
PRASARANA
PENANGKAPAN

BIDANG PENGELOLAAN
BUDIDAYA IKAN

BIDANG BINA USAHA DAN
PEMASARAN DAN PEMASARAN

SEKSI PRODUKSI,
PERBENIHAN DAN

PENGENDALIAN

SEKSI SARANA
PRASARANA BUDIDAYA

SEKSI BIMBINGAN USAHA

UPTD

SEKSI PEMBINAAN
TEKNOLOGI, PENGOLAHAN
MUTU, HASIL

UNIT BUDIDAYA IKAN AIR

UNIT PELELANGAN IKAN
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3Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi

Dalam penentuan strategi, Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang juga

tidak terlepas dari strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJMD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 antara lain :

1.
2.

Pengembangan Perikanan Tangkap.

Pengembangan Perikanan Budidaya.

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang

apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk

meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Beberapa isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan

pemerintahan bidang perikanan antara lain :

1.

Over fishing (penangkapanan ikan yang telah melebihi batas maximal yang
diperbolehkan);

Belum optimalnya produktivitas usaha budidaya perikanan disebabkan
keterbatasan ketrampilan, akses permodalan dan sarana prasarana budidaya;
Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM nelayan, pembudidaya,
pengolah ikan maupun masyarakat pesisir;

Masih rendahnya nilai produksi perikanan disebabkan belum berkembangnya
usaha pengolahan ikan modern dan pemasaran produk perikanan;

Adanya kerusakan pantai ekosistem laut akibat penggunaan alat tangkap dan
penggunaan bahan tidak ramah lingkungan;

Dampak pandemi covid 19 yang mengakibatkan pasar lesu sehingga harga
tidak stabil;

Menurunnya harga ikan 30 % sampai 50 % tergantung jenis ikan mulai bulan
februari;

Distribusi hasil tangkapan mengalami penurunan dan daya beli masyarakat
lokal, regional maupun internasional menurun.

4Aspek Sumber Daya Manusia (SDM )

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perikanan Kabupaten

Pemalang tahun 2020 didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 36 orang PNS.

Berdasarkan tingkat pendidikan, SDM Dinas Perikanan, pada tabel 1.1 dibawah

ini.
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Tabel 1.1

Pegawai Dinas Perikanan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Pendidikan Jumlah

1 |SD 1

2 | SMP 2

3 | SMA 10

4 | D-1 2

5 | D-IV 0

6 | Sarjana/S1 12

7 | Pasca Sarjana/ S2 9
Jumlah 36

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang berdasarkan golongan

Tahun 2020
No Golongan Jumlah
1 v 6
2 Il 20
3 I 10
4 | 0
Jumlah 36

Disamping dukungan sumber daya manusia, Dinas Perikanan Kabupaten

Pemalang juga dilengkapi dengan peralatan / fasilitas pendukung, antara lain:

Inventaris Gedung kantor, luas bagunan 795 m? dan luas tanah 1.045 m?

a.
b. Kantor BBI Banjaranyar dengan luas bangunan 166 m?2

c. Tambak Dinas di Desa Limbangan Kec. Ulujami seluas 5.239 Ha
d. Tambak Dinas di Desa Asemdoyong Kec. Taman seluas 3.000 Ha
e. Inventaris Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 8 Unit

f.  Inventaris kendaraan Roda 2 sebanyak 37 unit.

g. Inventaris dan perlengkapan Kantor Tahun 2020, pada tabel 1.3. dibawah ini.

Tabel 1.3
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Inventaris dan Perlengkapan Kantor Tahun 2020

No. | Nama Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Satuan
1. Meja Rapat 17 Buah
2. Kursi Rapat 30 Buah
3. AC Split 1 buah
4. Laptop 15 Buah
5. Printer 12 Unit
6. Filling Cabinet 27 Unit
7. Rak Arsip 7 Unit
8. | Termometer 1 Buah
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BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan. Sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai
upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan visi
pasangan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang terpilih periode 2016-2021 yang
telah ditetapkan sebagai visi Kabupaten Pemalang dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 adalah
“TERWUJUDNYA PEMALANG HEBAT YANG BERDAULAT,
BERJATI DIRI, MANDIRI DAN SEJAHTERA”.

Adapun makna frasa yang terkandung dalam pernyataan Visi Pemerintah
Kabupaten Pemalang tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Pemalang Hebat
Terwujudnya Pemalang Hebat merupakan suatu kondisi dimana
harapan, keinginan, cita-cita yang diharapkan menjadi ada. Pemalang Hebat
merupakan ultimate goalyang dicita-citakan dan yang dibangun dari kondisi
Pemalang yang berdaulat, berjati diri, mandiri dan sejahtera. Pemalang
Hebat juga menjadi tagline pembangunan daerah dalam memacu semangat,
percepatan dan sinergitas para stakeholdersterkait dalam pengupayakan
perwujudan pembangunan Pemalang.
2. Berdaulat
Berdaulat diartikan sebagai kemampuan pemerintah dan masyarakat
Pemalang yang mampu membangun, mengatur dan mengurus kepentingan
daerah/ rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah
mufakat dan gotong royong, dengan tetap memperhatikan sinergitas
pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang baik serta penegakan
supremasi hukum.
3. Berjati diri
Berjati diri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang
memiliki keunggulan yang berbasis local wisdom/local value dengan

menumbuhkan kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai landasan
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pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat yang agamis, toleran,
harmonis dan saling menghormati.

4.  Mandiri

Mandiri diartikan sebagai pembangunan Pemalang yang
mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang dimiliki,
meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar serta memperkuat sentra-
sentra produksi berbasis kewilayahan, pengembangan ekonomi kerakyatan
dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal.

5. Sejahtera

Sejahtera diartikan sebagai kondisi masyarakat Pemalang yang
berkualitas, peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat yang
didukung daya saing masyarakat dan keberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum
dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan, maka Dinas
Perikana memiliki peran dalam mewujudkan Visi Kabupaten Pemalang 2016-
2021, terutama dalam upaya mewujudkan Pemalang Mandiri. Yaitu sebagai
upaya pembangunan Pemalang yang mengandalkan dan mengoptimalkan seluruh
sumberdaya yang dimiliki, meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar
serta memperkuat sentra- sentra produksi berbasis kewilayahan, pengembangan
ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis sumberdaya lokal.

Untuk mencapai Visi Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 tersebut,
akan ditempuh melalui tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Pemalang Tahun
2016-2021 yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan
daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong royong.

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan
masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan perempuan,
perlindungan sosial dan anak

3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis
sumber daya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

4. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra
produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi

wilayah.
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5. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan
saling menghormati.

6. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi
hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.

7. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan pembentukan

jati diri dan kepribadian masyarakat.

Dari ketujuh misi yang ditempuh untuk mewujudkan visi Kabupaten
Pemalang tersebut di atas, yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perikanan
Kabupaten Pemalang adalah:

MISI 3 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis
sumberdaya lokal serta menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

Adapun tujuan dan sasaran dari misi tersebut yaitu :
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Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Misi 3

Tujuan Sasaran
Meningkatkan tingkat a. | Meningkatnya produktivitas pertanian
kecukupan pangan masyarakat dalam arti luas

b. | Meningkatkan ketersediaan, distribusi
dan konsumsi pangan

Meningkatkan pertumbuhan c. | Meningkatkan pemerataan pendapatan
ekonomi masyarakat melalui peningkatan usaha
potensial di Kabupaten Pemalang
Meningkatkan kualitas tenaga | d. | Menurunnya tingkat penggangguran
kerja guna mengurangi
Pengangguran
Menurunkan angka kemiskinan | e. | Menurunnya penduduk miskin
di Kabupaten Pemalang

Sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang memiliki 3 (Tiga)
indikator kinerja Utama, yang seluruhnya tercantum dalam dokumen rencana
strategis Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021, dapat dilihat
pada Tabel 2.2. sebagai berikut :
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Tabel 2.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PERIKANAN

SASARAN INDIKATOR
NO KINERJA SATUAN FORMULASI / RUMUSAN PENANGGUNG JAWAB
RENSTRA
UTAMA
1 Meningkatnya | Produksi Kg Produksi perikanan budidaya menunjukan Bidang Pengelolaan
pemerataan Perikanan produksi budidaya perikanan Budidaya Perikanan
pendapatan Budidaya
maic,ylar_akat Produksi Kg Produksi Perikanan tangkap menunjukkan Bidang Pengelolaan
melalui . o
peningkatan dan Perikanan produksi perikanan tangkap Penangkapan lkan
R Tangkap
optimalisasi - _ i _ i i _ _
sektor usaha Tingkat Kg/kapita/tahu | AKI menunjukkan hasil penjumlahan dari Bidang Bina Usaha
Konsumsi lkan | n konsumsi ikan rumah tangga (SUSENAS),

potensial untuk
kesejahteraan
pelaku
perikanan

Konsumsi ikan diluar rumah tangga ( hotel,
rumah sakit, katering, restoran) dan konsumsi
ikan yang tidak tercatat
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Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan

kebijakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :
Terwujudnya Pemalang Hebat Yang Berdaulat, Berjati diri, Mandiri dan
Sejahtera
MISI :
Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis
sumberdaya local serta menanggulangi kemiskinan dan pengangguran
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
) ) ©) (4)
Meningkatkan | Meningkatkan | Meningkatkan produksi Peningkatan sarana
pertumbuhan pemerataan perikanan tangkap melalui | dan prasarana
ekonomi pendapatan pemberdayaan nelayan perikanan tangkap
masyarakat serta penyediaan sarana dan budidaya, serta
melalui dan prasarana perikanan peningkatan
peningkatan tangkap. kapasitas SDM
dan Intensifikasi perikanan perikanan tangkap
optimalisasi budidaya dengan cara dan budidaya
sektor usaha | budidaya ikan yang baik
potensial ~ di | (CBIB).
Kabupaten
Pemalang

B. PERJANJIAN KINERJA

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perjanjian kinerja adalah
lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih
tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator Kkinerja. Melalui perjanjian
kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,
fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati
tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan yang bersangkutan,
tetapi termasuk kinerja (outcome)yang seharusnya terwujud akibat kegiatan
tahun-tahun sebelumnnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan
juga rnencakup outcomeyarrg dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,

sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
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Melalui Perjanjian Kinerja tersebut, maka dapat terwujud komitmen dan

kesepakatan antara Bupati sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai

penerima amanah atas Kinerja tertentu berdasarkan tugas dan fungsi serta

kewenangan yang diampu yang dituangkan dengan tujuan antara lain :

1.
2.
3.

Peningkatan kualitas pelayanan publik;

Peningkatan efesiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya;
Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang
efektif, transparan dan akuntabel,

Meningkatkan akuntabilitas, transparan dan kinerja aparatur;
Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan
amanah yang diterima dan terus meningkatkan kinerjanya;

Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi
amanah;

Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan
dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberi penghargaan (reward
and punishmen).

Lebih lanjut Perjanjian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2020 dapat dilihat

pada tabel 2.4.

LKjIP Dinas Perikanan 2020 Pagel6



Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020

No. Sasaran Indikator Sasaran | Satuan Target
1 4 5 6 10
1 | Meningkatnya pemerataan
pendapatan masyarakat melalui L Kg 16.857.314
peningkatan dan optimalisasi | Produksi perikanan
sektor usaha potensial untuk tangkap
kesejahteraan pelaku perikanan
PrO(_juksi perikanan Kg 17.638.000
budidaya
Tingkat konsumsi | Kg/kapi 39
ikan ta/th
2 | Meningkatnya pengetahuan
dan ketrampilan kelompok Cakupan kelompok
pelaku usaha perikanan yang usaha pengolahan UPI 285
mandiri dan mampu berdaya | ikan yang dibina
saing
Cakupan kelompok
pembudidaya ikan Kel 135
yang dibina
Cakupan bina Kel 21
kelompok nelayan
Cakupan bina
oran
masyarakat pesisir : 575
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C. RENCANA ANGGARAN DINAS PERIKANAN TAHUN 2020

Dinas Perikanan pada tahun 2020 mendapat total anggaran penetapan sebesar Rp. 10.800.254.000 dan mengalami empat kali rasionalisasi anggaran

sebagai dampak dari adanya pandemi covid-19 sehingga total anggaran menjadi Rp. 9.021.968.500. Berikut rincian anggaran akhir Dinas Perikanan

terdapat pada Tabel 2.5.

Rencana Anggaran Tahun 2020

Kode Rekening Program dan Kegiatan Pagu Penetapan Pagu Akhir
3.01.3.01.01.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.569.645.000 1.468.375.000
301 . 3.01.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 545.900.000 545.900.000

Aparatur
3.01.3.01.01.06 FEEJTENT) [P E R OGS SIS 104.675.000 104.675.000
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
301 . 3.01.01.09 glré)g[r)am Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran 111.851.000 111.851.000
3.01.3.01.01.15 Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 80.200.000 80.200.000
Kode Rekening Program dan Kegiatan Pagu Penetapan Pagu Akhir
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BAB Il1
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
visi dan misi Bupati yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis
Pemerintah Daerah. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Akuntabilitas kinerja Dinas
Perikanan merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah
ditetapkan.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA 2020

Pengukuran capaian Kkinerja merupakan suatu metode untuk menilai
kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk
memberikan reward/punishmentmelainkan sebagai alat komunikasi dan alat
manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Kerangka Pengukuran kinerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Rl Nomor 29
Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi
dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran Kkinerja tersebut
dengan rumus sebagai berikut :

1 Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya Kinerja,

digunakan rumus :

_ _ _ _ Realisasi
Capaian Indikator Kinerja=| —) 1 100%

Target
2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya Kinerja,
digunakan rumus :

Target - (Realisasi-Target)
Capaian Indikator Kinerja = x 100
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Target

3. Capaian Indikator Kinerja Utama, penilaian capaian kinerja untuk setiap
indikator kinerja sasaran menggunakan interprestasi penilaian dengan
pengukuran dengan skala ordinal untuk kinerja organisasi yang dilaporkan
dalam bentuk outcome.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk
memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau

ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel 3.1
PENGUKURAN SKALA ORDINAL

SKALA ORDINAL PREDIKAT / KATEGORI

>100 Sangat Baik
>85s5.d <100 Baik
>65s.d<85 Cukup Baik
>50s.d <65 Kurang Baik
<50 Tidak Baik

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Secara umum Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang telah melaksanakan
tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Tahun 2016-2021. Capaian Kinerja atas Perjanjian Kinerja

Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatknya pemerataan pendapatan masyarakat melalui
peningkatan dan optimalisasi sektor usaha potensial untuk kesejahteraan
pelaku perikanan

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

% Capaian
URAIAN Target Akhir | Terhadap
NO IN}Q:\%&R&)R SATUAN | TARGET | REALISASI CAP(@O')AN Renstra 2021 |  Target
UTAMA Akhir
Tahun
1 Produksi
perikanan Kg 16.857.31 | 18.096.881 | 107,35 17.194.460 105,25
tangkap 4
2 Produksi
perikanan Kg 17.638.00 | 17.800.168 | 10092 18.652.000 95,43
budidaya 0
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Tingkat

Konsumsi lkan

/Kapita
/Th

Capaian kinerja sasaran 1 pada tahun 2020 untuk produksi perikanan
tangkap sebanyak 18.096.881 kg dan produksi perikanan budidaya sebanyak
17.800.168 kg serta capaian untuk tingkat konsumsi ikan sebesar 34,46
Kg/Kapita/Tahun.

Realisasi produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar
18.096.881 Kg atau 107,35 % dibandingkan target yang telah ditetapkan pada
tahun 2020 dan telah melampau target akhir Renstra 2021 hal ini disebabkan
karena adanya Permen KKP No. 71 tahun 2016 tentang larangan penggunaan alat
tangkap trawl dan turunannnya termasuk cantrang, arad dan garuk. Pada awal penerapan
Permen tersebut produksi perikanan tangkap menurun karena adanya larangan
penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, namun demikian sisi positif dari
pemberlakuan permen tersebut menyebabkan potensi sumber daya perikanan terjaga
dan berangsur membaik.

Realisasi produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 sebesar 17.800.168 Kg
atau 100,92 % dibanding target yang telah ditetapkan pada tahun 2020, hal ini
disebabkan karena adanya intensifikasi budidaya meliputi, penambahan padat
tebar, perbaikan manajemen budidaya dan penerapan teknologi tepat guna.
Peningkatan produksi perikanan budidaya didukung oleh peningkatan produksi
perikanan air tawar.

Realisasi tingkat konsumsi ikan pada tahun 2020 sebesar 34,46 atau
107,69 % disbanding target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 hal ini
disebabkan karena adanya safari gemar makan ikan, sosialisasi, diversifikasi
produk olahan perikanan dan meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa ikan

mengandung protein yang tinggi sehingga bisa meningkatkan imun.
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Sasaran 2 : Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan kelompok pelaku usaha

perikanan yang mandiri dan mampu berdaya saing.

Tabel 3.3

Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

% Capaian
Tahun 2020 Target Terhadap
No Indikator Satuan Akhir Target
Kinerja 0 Renstra Akhir
Target Realisasi % 2021 Renstra
Capaian 2021
1 | Cakupan UPI 285 286 100,35 290 98,62
kelompok usaha
pengolahan ikan
yang dibina
2 | Cakupan Kelompok 135 135 100,00 140 96,43
Kelompok
pembudidaya
ikan yang dibina
3 | Cakupan bina Kelompok 71 75 105,63 75 100,00
kelompok
nelayan
4 | Cakupan bina orang 575 580 100,87 625 92,80
masyarakat
pesisir
Ratarata capaian kinerja sasaran 2 101,71 282,50 96,96

Capaian kinerja sasaran strategis 2: Meningkatnya kualitas pengetahuan

dan ketrampilan kelompok pelaku usaha perikanan yang mandiri dan mampu

berdaya saing dari rata-rata capaian indikator termasuk kategori BAIK.

Capaian Kkinerja sasaran 1 dan 2 mengalami

peningkatan jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, berikut data capaian kinerja dari tahun

2019 dan 2020 :

Tabel 3.4 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2019 dan 2020

Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capain Kinerja kfnrgisfg;a(%;,)
2019 2020

Produksi perikanan tangkap Kg 16.973.640 | 18.096.881 6,62
Produksi perikanan Kg 16.918.064 | 17.800.168 5,21
budidaya

Tingkat konsumsi ikan Kg/kapita/ 31,01 34,46 11,12

tahun

Cakupan kelompok usaha UPI 281 286 1,78
pengolahan ikan yang dibina
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Cakupan Kelompok Kelompok 130 135 3,85
pembudidaya ikan yang
dibina

Cakupan bina kelompok Kelompok 73 75 2,74
nelayan

Cakupan bina masyarakat Orang 530 580 9,43
pesisir

Untuk mencapai target kinerja Sasaran 1 dan 2 didukung dengan
anggaran sebesar Rp. 5.199.212.000,- dengan realisasi sebesar Rp.
5.185.121.736,- meliputi program :

1 Program Pengembangan Perikanan Tangkap;

2. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;

3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir;
4

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

Kendala yang di hadapi dalam pencapaian sasaran 1 dan 2 antara lain :

1. Over fishing ( penangkapanan ikan yang telah melebihi batas maximal yang
diperbolehkan);

2. Belum optimalnya produktivitas usaha budidaya perikanan disebabkan
keterbatasan ketrampilan, akses permodalan dan sarana prasarana budidaya;

3. Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM nelayan, pembudidaya,
pengolah ikan maupun masyarakat pesisir;

4. Masih rendahnya nilai produksi perikanan disebabkan belum berkembangnya
usaha pengolahan ikan modern dan pemasaran produk perikanan;

5. Adanya kerusakan pantai ekosistem laut akibat penggunaan alat tangkap dan
penggunaan bahan tidak ramah lingkungan;

6. Dampak pandemi covid 19 yang mengakibatkan pasar lesu sehingga harga tidak
stabil;

7. Menurunnya harga ikan 30 % sampai 50 % tergantung jenis ikan mulai bulan
februari;

8. Distribusi hasil tangkapan mengalami penurunan dan daya beli masyarakat lokal,
regional maupun internasional menurun.

Solusi yang dilakukan untuk mencapai target kinerja sasaran 1 dan 2
tersebut antara lain :
1. Memberikan himbauan pada nelayan agar dalam melaksanakan kegiatan
penangkapan ikan memperhatikan daerah penangkapan ikan /fishing ground,
2. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi bagi pelaku
perikanan;
3. Mengembangkan produk-produk perikanan melalui kegiatan pengolahan dan

pemasaran hasil perikanan;
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4. Memberikan himbauan pada nelayan agar dalam melaksanakan kegiatan
penangkapan ikan mengunakan alat tangkap yang ramah lingkungan;

5. Mengundang pembeli ikan dari luar daerah untuk dapat menampung hasil
tangkapan agar harga dapat berangsur membaik.

C. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus
dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang
sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja
adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan
sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai rumusan
perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governancdimana salah
satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi
pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan
publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah,
pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting
dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah

dicapai.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
tahun 2020, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian
indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat
apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat
beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja. Prosentase pencapaian kinerja
100 % sedangkan progres keuangan pada Tahun 2020 sebesar 99,52 %.

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020

Tahun Anggaran Realisasi Capaian Kinerja
% Keuangan Fisik %
2017 12.146.000.000 10.258.023.800 84,46 100
2018 11.550.184.000 10.926.112.800 94,60 100
2019 12.106.993.000 11. 394.287.165 94,11 100
2020 9.021.986.500 8.978.413.936 99,52 100
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Faktor pengungkit keberhasilan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang
dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2020 di dukung
dengan adanya :

0 Kegiatan Musrenbang bidang perikanan sehingga kegiatan yang
dilaksanakan merupakan usulan dan aspirasi dari pelaku perikanan dan
instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia;

0  Melakukan sosialisasi sebelum pekerjaan dimulai;

0 Melakukan survey terlebih dahulu sehingga pembangunan sesuai dengan
harapan masyarakat khususnya para nelayan, pembudidaya, pengolah dan
pemasar hasil perikanan ;

0 Melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait dalam pembangunan di
sektor kelautan dan perikanan baik sebelum, selama pelaksanaan maupun
setelah pekerjaan selesai dikerjakan sehingga hasil pembangunan di sektor

kelautan dan perikanan dapat bermanfaat sesuai kebutuhan.
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Tabel 3.6
Penyerapan Anggaran per Program Tahun 2020

Kode Rekening Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Efisiensi Ca(‘g/i')a”
3.01.3.01.01.01 |Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.468.375.000 1.460.440.400 7.934.600 99.46
3.01.3.01.01.02 |Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 545.900.000 543.793.000 2.107.000 99 61
301.30L01.06 [|.rodram Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 104.675.000 97.138.500 7.536.500

Capaian Kinerja dan Keuangan 92,80
3.01.3.01.01.09 [Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD 111.851.000 101.191.000 10.660.000 90 47
3.01.3.01.01.15 |Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 80.200.000 79.900.000 300.000 99.63

Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan )
3.01.3.01.01.16 Prakiraan 1klim Laut 140.617.500 140.617.500 100,00
3.01.3.01.01.17 [Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1.891.815.000 1.889.666.700 2.148.300 99 89
3.01.3.01.01.18 |Program Pengembangan Perikanan Tangkap 2.396.787.000 2.386.939.036 9.847.964 99,59
301 3.01.01.19 Pro_gram Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi 830.410.000 828.616.000 1.794.000

Perikanan 99,78
S0 SR OMLAD  |f BN PEMGE SR [ ELeleaE LAV A FEED g e semiang 1.450.111.800 1.226.200

dan Air Tawar 99,92
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Anggaran dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2020 adalah
sebagaimana tabel 3.7 dibawah ini :

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang Tahun 2020
Belanja Tahun Anggaran 2020
Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Belanja Operasi 12.688.813.500 12.229.431.147 | 96,38
Belanja Modal 840.515.000 838.385.000 | 99,75
Jumlah Belanja 13.529.383.500 13.067.816.147 | 96,59

Jumlah realisasi belanja Tahun Anggaran 2020 Rp. 13.067.816.147 atau
96,59 % dari anggaran sebesar Rp. 13.529.383.500, sehingga terdapat efisiensi
anggaran sebesar Rp. 461.512.353 ,- atau 3,53 %

Belanja Operasi Dinas Perikanan meliputi Belanja Pegawai dan Belanja
Barang/jasa, dengan realisasi selama Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.
12.229.431.147 atau 96,38 % dari anggaran Rp. 12.688.813.500, dan sisa belanja
operasi tahun 2020 sebesar Rp. 459.382.353,- atau 3.76 %.

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Operasional Dinas Perikanan Kab.Pemalang Tahun 2020
Tahun Anggaran 2020
Belanja O i .
clanja Lperast Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Belanja Pegawai ( PNS) 4.528.707.500 4.110.403.211| 90,76
Belanja Barang / Jasa 8.160.106.000 8.911.027.936| 99,50
Jumlah Belanja Operasi 12.688.813.500 12.229.431.147| 96,38

LKjIP Dinas Perikanan 201!

Page28



Belanja Modal Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang meliputi Belanja

Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan dengan

realisasi selama Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.9

Realisasi Belanja Modal Dinas Perikanan

Kab.PemalangTahun 2020

Tahun Anggaran 2020
Belanja Modal
Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) %

Tanah 0 0 0
Peralatan dan Mesin 140.400.000 140.032.000 99,74
Gedung dan Bangunan 700.115.000 698.353.000 99,75
Jalgn, Irigasi dan 0 0 0
Jaringan

Aset Tetap Lainnya - - -
Jumlah Belanja Modal 840.515.000 838.385.000 99,75

Realisasi Belanja Modal selama Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp
838.385.000,00 atau 99,75 % dari anggaran sebesar Rp 840.515.000,00 sehingga
terdapat efisiensi sebesar Rp. 2.130.000 atau 0,25 %.
1 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten
Pemalang mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan
menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi
Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah,
yang paling utama berasal dari pajak dan retribusi daerah. Pengelolaan
keuangan daerah dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan
penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan
realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah,
melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan

peraturan.
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Secara umum pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan
dengan pendapatan dan belanja daerah selama Tahun anggaran 2020 telah
menunjukkan efisiensi dan efektivitas sehingga mampu meningkatkan
perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

2. Pendapatan Daerah

Kebijakan umum dalam pengelolaan pendapatan daerah meliputi:

a) Optimalisasi pajak dan retribusi daerah serta penerimaan lain-lain .

b) Optimalisasi pemanfaatan pengelolaan aset daerah.

c) Peningkatan koordinasi dan konsolidasi ke Pemerintah Pusat
untuk meningkatkan dana perimbangan;

d) Pemberdayaan dan peningkatan kontribusi BUMD dengan
penambahan penyertaan modal.

Pendapatan Asli Daerah Dinas Perikanan tahun 2020 dengan
target sebesar Rp. 2.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 2.051.528.875, 00
atau 103,32 %.

Upaya peningkatan pendapatan daerah dilaksanakan melalui
optimalisasi pendayagunaan potensi riil sumber-sumber pendapatan dan
peningkatan kualitas pelayanan publik secara akuntabel, mengoptimalkan
pendayagunaan aset-aset daerah agar dapat lebih memberi kontribusi pada
PAD serta membuat terobosan dalam upaya peningkatan PAD.

D. LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PEMALANG DALAM MENANGGULANGI PANDEMI
COVID-19

Langkah - langkah yang dilakukan Dinas Perikanan Kabupaten
Pemalang dalam menanggulagi dampak pandemic Covid-19 antara lain

sebagai berikut :

1 Menerbitkan  surat  edaran  Sekretaris Daerah Nomor
523/1325/perikanan tentang penyerapan produk perikanan untuk

perlindungan sosial dalam rangka penangganan covid-19;

2. Menerapkan protocol kesehatan (memakai masker, pengecekan suhu

badan, dan menjadi jarak) dalam setiap kegiatan pelelangan dan
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melakukan penyemprotan pada setiap TPI;

3. Membuat surat pemberitahuan tata cara pelelangan selama masa

tanggap darurat covid-19.
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan
indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Perikanan
Kabupaten Pemalang pada Tahun 2020 sebagai berikut :

1 Pencapaian indikator kinerja pada tahun 2020 produksi perikanan budidaya
sebesar 17.800.264 kg atau dengan prosentase 100,92 % , maka dapat
predikat SANGAT BAIK;

2 Sedangkan untuk Indikator Kinerja Produksi Perikanan Tangkap sebesar
18.096.881 Kg atau sebesar 107,35 %, maka mendapat predikat SANGAT
BAIK;

3. Persentase cakupan kelompok usaha pengolahan ikan yang dibina dengan
target 285 UPI pada tahun 2020 dan realisasi 286 atau dengan prosentase
100,35 % maka mendapat predikat SANGAT BAIK;

4. Persentase cakupan kelompok pembudidaya ikan yang dibina dengan target
135 kelompok pada tahun 2020 dan realisasi 135 atau dengan prosentase
100 % makamendapat predikat SANGAT BAIK;

5 Persentase cakupan bina kelompok nelayan yang dibina dengan target 71
Kelompok pada tahun 2020 dan realisasi 75 Kelompok atau dengan
prosentase 105,63 % maka mendapat predikat SANGAT BAIK

6. Persentase cakupan bina kelompok masyarakat pesisir yang dibina dengan
target 575 Kelompok pada tahun 2020 dan realisasi 580 Kelompok atau dengan
prosentase 100,87 % maka mendapat predikat SANGAT BAIK

7. Anggara Dinas Perikanan Tahun 2020 Rp. 9.021.968.500,- dan realisasi
Rp. 8.978.413.936,- (99,52%) dan realisasi fisik sebanyak 100%.

B. PERMASALAHAN UTAMA

Setelah dilakukan evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran
strategis RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang 2016-2021, berikut
adalah permasalahan yang menjadi hambatan bagi optimalnya pencapaian
program pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Pemalang 2020, khususnya

capaian kinerja yang terkait dengan penanganan Isu yaitu sebagai berikut :
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1 Over fishing ( penangkapanan ikan yang telah melebihi batas maximal
yang diperbolehkan);

2 Belum optimalnya produktivitas usaha budidaya perikanan disebabkan
keterbatasan ketrampilan, akses permodalan dan sarana prasarana
budidaya

3. Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan SDM nelayan,
pembudidaya, pengolah ikan maupun masyarakat pesisir;

4. Masih rendahnya nilai produksi perikanan disebabkan belum
berkembangnya usaha pengolahan ikan modern dan pemasaran produk
perikanan;

5 Adanya kerusakan pantai ekosistem laut akibat penggunaan alat tangkap
dan penggunaan bahan tidak ramah lingkungan;

C. SOLUsI

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Perikanan dalam
upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja antara lain:

1 Memberikan himbauan pada nelayan agar dalam melaksanakan kegiatan
penangkapan ikan memperhatikan daerah penangkapan ikan /fishing
ground,;

2 Melaksanakan kegiatan pembinaan, pelatihan dan sosialisasi baik pelaku
perikanan;

3. Mengembangkan produk-produk perikanan melalui kegiatan pengolahan
dan pemasaran hasil perikanan;

4. Memberikan himbauan pada nelayan agar dalam melaksanakan kegiatan

penangkapan ikan mengunakan alat tangkap yang ramah lingkungan

Akhirnya dengan disusun LKjIP ini, diharapkan dapat memberikan
informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas
fungsi Dinas Perikanan, sehingga dapat memberikan umpan balik guna
peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal LKjIP ini telah
menjadi motivator untuk lebih meningkatkan Kkinerja organisasi terhadap
perkembangan tuntutan stakeholderssehingga kontribusi Dinas Perikanan dalam

pembangunan dapat lebih dirasakan.
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